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PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANO PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Parkir, perlu membentuk Peraturan Wali Kota ten tang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Pajak Pai'kir;

Mengingat : 1. Pasa] IS ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang'Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
DaJam Lingkungan Daerah Pnopinsi Sum&Lera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Peru bahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagiban Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pcrimbangan Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat
Dan Pemerintab Daerah (I>emharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia
Nomor 4438);

7. Undarig-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Fenataan R uarig (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725};

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah [Lembaran
Negara Republtk Indonesia Taint n 2009 Nomor 130,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9- Lindang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537),
sebagaimana telah diubah beberapa kali rerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tah un 2014 Ten tang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Rep LI blik Indonesia
Nomor 3005) ;

11. l^rat.uran Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Karo, Kccamatan Pcmatang Bandar, Huta
Bayu Raja, Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan
Parbuluart Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Dairi Dan Kecamatan Medan Pettsah, Medan
Tcmbung, Medan Helvetia, Medan Polonia , Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan
Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat IJ Medan Dalam Wilayah Propin&i Daerah
Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Thhun 1991 Nomor 67);
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12 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 ( Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabu paten-Kabu paten
Daerah llngkat II SEmalungun, Dam, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat , Dan Wilavah Kotamadya Tingkat II
Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah 'ringkat 1
Sumatera Utara ( Lembaran Negara Repu bilk
Indonesia Tahun 1992 Nomoi 65);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penvitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ([.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049};

14 . Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahnn 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

16- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pcmungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Rerangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
'iWobahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5S87};

1 8. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungulan Pajak Daerah;

19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistim Dan Prosed ur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah , Dan
Pendapalaii Lain-Lain;
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 3QUO tentaug PengetoJaan Keuangan
Daerah. sebagaimana felah diubah beberapa Itali
terakhir dengan Perat.ur& n Menteri Dalatn Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturfm Menteri Da lam Negeri Momnr 12
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelokian
Keuatrgan Daetab ( Berita Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21 r Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor SO
Taliun 2015 tentang Pcmbcntukan Prodult Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10
Tahun 2011 tentang Pa.jak Parkir ( Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 9) , sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 20'] 7 tentang Pcrubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 201 1 Tentang
Paj&k Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Notnor 1, Tambaban Lembaran Daeiab
Kota Medan Nomor 1);

23- Peraturan Daerah Kota Medan Notnor 15
Tahun 2016 tentang Pembeniukan Perangkat
Daerah Kota Medan [Lembaran Daerab Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahao lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5) ;

24. Pcratutan Wall Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Grganisasif Tugas
Dan Fungsi Dan Tata Keija Perangkat Daerah
( Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) ,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR,

Pasal 1

Pelakeanaan Heraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 20 U
tentang Pajak Parkir. sebagaimana telah diubah dengan PeratLEmn
Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peitibahan Atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak
Parkir , dtserabkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retrihusi
Daerah Kota Medan,
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Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

PasaJ 3

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan
Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang P^jak
Parkir (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 41), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 4

Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernenntahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Februari 2017

WALT KOTA MEDAN,

ttd

D2ULM 1 ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFULJfcAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 11.

II


